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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KETENTUAN PIDANA DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER 

DANA TERHADAP KESALAHAN TRANSFER YANG DILAKUKAN 

OLEH BANK 

 

A. Pengertian Transfer 

Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer) yaitu bank melakukan 

pengiriman sejumlah uang, yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang 

berbeda.44 Secara sederhana bank sebagai lembaga keuangan menyediakan jasa 

pemindahan dana yang disetujui oleh pengirim dari satu rekening ke rekening 

lainnya. Jasa transfer dana tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri 

ataupun nasabah. 

Penulis mengutip pendapat beberapa ahli terkemuka mengenai pengertian 

transfer. Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi mengemukakan bahwa: 

“Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan 

sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat 

yang ditunjukan untuk seseorang yang ditujuk sebagai penerima 

transfer.45” 

 

Menurut Kasmir mengemukakan bahwa: 

 
44 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 

351. 
45 Nufian Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, Perilaku Konsumen di Era Digital, Universitas 

Brawijaya Press, Malang, 2019. hlm. 41. 
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“Pengiriman uang (transfer) diartikan pemindahan uang dari 

rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai 

tujuan.”46 

Menurut Jopie Jusuf mengemukakan bahwa: 

 

“Pengiriman uang atau transfer adalah jasa pelayanan bank untuk 

mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta 

asing kepada pihak-pihak lain (perusahaan, lembaga atau 

perorangan) disuatu tempat (dalam maupun luar negeri) sesuai 

dengan permintaan pengirim.”47 

Ahli mendefisinikan secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya tetap sama. 

Secara sederhana transfer dana merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh 

bank untuk melakukan pemindahan uang dari satu rekening ke rekening 

lainnya. Tujuan jasa tersebut adalah mempermudah aktivitas masyarakat untuk 

melakukan pembayaran ataupun pengiriman uang tanpa harus bertemu secara 

langsung.  

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Dana 

Transfer menyatakan bahwa: 

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan 

perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan 

sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah 

Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.” 

 
46 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm.130. 
47 Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 

2010. hlm. 85. 
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Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang  Transfer 

Dana menyatakan bahwa: 

“Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum 

Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer 

Dana.” 

 

B. Unsur-Unsur Transfer Dana 

 Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Transfer Dana mengatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku 

untuk:  

‘’a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara 

dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim 

dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau  

b.  Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara 

ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari 

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

melibatkan Penyelenggara di Indonesia, baik sebagai 

Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, 

maupun Penyelenggara Penerima Akhir, sepanjang Perintah 

Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.’’ 

 

 Ruang lingkup pengiriman dana tidak hanya dapat dilakukan dalam Negara 

Indonesia saja, pasal tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup untuk 

melakukan perintah pengiriman uang juga dapat dilakukan dari Indonesia ke 

luar negeri (outward transfer) maupun sebaliknya dari luar negeri ke dalam 

negeri (inward transfer). 
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 Ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Transfer Dana menyatakan: 

‘’Pasal 7 

(1)  Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau 

elektronik.  

(2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih. 

 

Pasal 8 

 

(1)  Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:  

a. identitas Pengirim Asal;  

b. identitas Penerima;  

c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;  

d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer; 

e. tanggal Perintah Transfer Dana; dan  

f. informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan 

dalam PerintahTransfer Dana.  

(2) Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor 

Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening 

pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi 

sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3)  Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening 

atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada 

Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi 

sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya 

dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.  

(5)  Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat 

permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara 
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Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada 

Penerima.  

(6) Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam 

Perintah Transfer Dana.  

(7) Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan 

dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal 

harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk 

diinformasikan kepada Penerima.  

(8) Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank 

Indonesia.” 

 

 Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perintah transfer dana dapat dilakukan 

secara tertulis maupun melalui media elektronik yang tersedia. Kemudian dapat 

disimpulkan bahwa para pihak yang terkait dalam akivitas transfer dana adalah 

1. Pihak Pengirim (remitter, Transferor).  

Pihak pengirim uang adalah pihak yang memberi perintah kepada bank untuk 

melakukan pengiriman uang kepada penerima uang. 

2. Pihak Bank Pengirim 

Pihak bank pengirim adalah bank yang diberikan perintah oleh pihak 

pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke penerima uang yang telah 

ditentukan. 

3. Pihak Penerima 

Pihak penerima merupakan pihak yang telah ditentukan oleh pihak pengirim 

untuk menerima sejumlah uang tertentu yang telah disetujui pihak pengirim. 

Biasanya karena adanya suatu transaksi atau kepentingan dengan pihak 

pengirim yang membuat pihak penerima ini menerima uang yang telah 

disepakati sebagai alat pembayaran. Namun bisa saja pihak penerima adalah 

pihak pengirim itu sendiri dengan rekening yang berbeda.  
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4. Pihak Bank Pembayar 

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan menjadi perantara untuk 

memberikan jasa membayar sejumlah uang kepada pihak penerima, melalui 

cabang bank dari pihak bank pengirim atau dapat juga merupakan bank lain 

sama sekali.  

5. Pihak Bank Pembayar Kembali 

Bank pembayar kembali adalah penyedia dana untuk dikirimkan kepada 

pihak bank pembayar melalui perintah pihak bank pengirim. Walau 

sebenarnya pihak bank pembayar kembali jarang terlibat dalam aktivitas 

pengiriman uang, tetapi terkadang masih dipergunakan. 

 Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim diatur dalam Pasal 42 

sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer 

Dana yang menyatakan bahwa:  

Pasal 42 

(1) “Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya 

dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut 

telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan 

Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yangcukup untuk 

melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima 

Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).  

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan 

dengan alasan:  

a. Terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara 

Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau  

b. Penyelenggara Penerima tidak melaksanakan Perintah 

Transfer Dana.  

(3) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan 

langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer 
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Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan 

pengembalian Dana. 

(4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan 

Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang 

meminta pembatalan.  

(5) Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat 

hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah 

Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a.  

(6)  Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib 

membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan 

biaya transfer kepada Pengirim Asal.  

(7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan 

jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia”.  

 

Pasal 43 

Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan 

sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian.  

 

Pasal 44 

 

a.  Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 

dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam setiap Sistem 

Transfer Dana.  

b. Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai 

ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai dengan 

kesepakatan antar-Penyelenggara yang terkait dalam proses 

pembatalan”.  

 

Pasal 45 

 

(1) “Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan 

berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan.  
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(2)  Penyelenggara Penerima dibebaskan dari segala akibat 

hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah 

Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan 

pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 

 

 Keterlambatan dalam aktivitas Transfer Dana diatur dalam Pasal 54 dan 55 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan 

bahwa: 

‘’Pasal 54 

 

(1) Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah 

Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, 

bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada 

Penerima.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan 

jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia.  

  

Pasal 55 

Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana 

disebabkan oleh keterlambatan Penyelenggara Penerus atau 

Penyelenggara Penerima Akhir, kewajiban pembayaran jasa, 

bunga, atau kompensasi keterlambatan kepada Penerima 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tetap merupakan 

kewajiban Penyelenggara Pengirim Asal dengan tidak mengurangi 

haknya untuk mengajukan penggantian kepada Penyelenggara 

Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir yang melakukan 

keterlambatan dalam meneruskan Perintah Transfer Dana”. 

 

 Perihal kekeliruan dalam aktivitas transfer dana diatur dalam Pasal 56 dan 

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang 

menyatakan bahwa: 

 

“Pasal 56 

 

(1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan 

dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim 
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harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan 

melakukan pembatalan atau perubahan.  

(2)  Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan 

atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.  

 

Pasal 57 

(1) “Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan 

kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga 

Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang 

tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib melakukan 

koreksi atas kekeliruan Pengaksepan dan melakukan tindakan 

Pengaksepan untuk kepentingan Penerima yang berhak.  

(2)  Penyelenggara Penerima Akhir yang terlambat melakukan 

perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau 

kompensasi kepada Penerima.” 

 

 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan transfer dana saat ini diatur dalam 

Pasal 72 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Transfer Dana yang menyatakan bahwa: 

“Pasal 72 

(1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh 

Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia.  

(2) Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan 

otoritas pengawas terkait.  

(3)  Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau 

pemantauan tidak langsung.  

(4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala 

dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.  

(5)  Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, 

dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana.  

(6)  Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas 

nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  
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(7) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan 

data yang diperoleh dalam pemantauan.  

 

Pasal 73 

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan 

penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank 

Indonesia. 

 

Pasal 74 

Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam 

rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, 

dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan 

sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang 

mengenakan sanksi administratif berupa:  

a. teguran tertulis;  

b. denda administratif; 

c. pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau  

d. pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana” 

 

 Ketentuan mengenai sanksi dalam kegiatan transfer dana diatur dalam Bab 

XII Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam hal 

penyelenggara transfer dana tidak melakukan izin kegiatan transfer dana diatur 

dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

mengatur:  

(1) “Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan 

Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah.  

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan 

Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan 

penyelenggaraan Transfer Dananya”.  
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 Terhadap orang yang membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer 

Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk 

menggunakan sarana Transfer Dana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa:  

“Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau 

menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk 

menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk 

menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah)” 

 

 Kemudian terhadap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana 

Perintah Transfer Dana diatur dalam Pasal 80 ayat 2 yang menyatakan bahwa:  

“Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana 

Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 

denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.  

 Terhadap pihak yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan 

sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana 

palsu diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa:  

“Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau 

memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui 

Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.  

 Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  
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“Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik 

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang 

diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana 

yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.  

 

 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  

(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, 

menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh 

informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana 

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang 

berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 

 

 Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  

“Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem 

Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua 

puluh miliar rupiah)”.  

 Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui 

sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut 

diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.  

 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, 

Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau 

pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok 

maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga)”.  

 Pasal 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  

(1) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 

sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, 

pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi 

dan/atau pengurusnya.  

(2)  Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas 

nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam 

lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran 

dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang 

bersangkutan.  

(3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:  

a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali 

korporasi;  

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 

korporasi;  

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 

pemberi  perintah; dan  

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi 

korporasi.  

(4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah 

pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga)”. 

 

 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 

menyatakan bahwa:  
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“Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 

juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak 

pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang 

dirugikan”. 

 

C. Pengertian Perlindungan  

 Hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, 

hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam 

arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, 

hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti 

hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum 

tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak 

hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu 

tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah 

hidup dalam pergaulan masyarakat.48 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata 

lindung yang mempunyai kaidah mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan perlindungan sendiri memiliki arti konservasi, 

pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan identik diberikan 

kepada suatu hal yang dirasa lebih lemah ataupun minoritas. 

 
48 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 

25. 
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 Menurut Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan yaitu: 

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau 

Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” 

 Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah 

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum 

bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan “Rule of The 

Law“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan 

landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.49 

 Penulis mengutip beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna dari 

perlindungan hukum, yaitu: 

a. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 

kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan 

sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam 

 
49 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hal 72-73 
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berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan 

medis, dan bantuan hukum.50 

b. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.51 

c. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan dari 

arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak 

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan suatu tindakan hukum.52 

d. Menurut Philiphus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan 

akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan.53 

 
50 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133. 
51 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonsia, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121. 
52 Muktie, A. Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74. 
53 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 

hlm. 38 
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e. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.54 

f. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.55 

g. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.56 

 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif  

 
54 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 

hlm. 26. 
55 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 30 Oktober 

pukul 02.32 WIB. 
56 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3. 
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Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 

perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran 

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

sutu kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur 

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki 

tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai 

dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan 

negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :  

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)57 

 
57 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43. 
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 Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang 

tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum 

dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. 

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan 

dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga 

tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara 

sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi 

terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.58 

 Aturan mengenai perlindungan terhadap nasabah bank di atur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: 

Pasal 1 butir 28 

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

Pasal 29 ayat (4) 

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan 

dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 

Pasal 40 

(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah 

Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan 

Pasal 44A.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 

bagi Pihak Terafiliasi. 

 
58 Ibid, hlm. 44. 
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 Menurut Muhamad Djumhana, dengan adanya jaminan kerahasiaan atas 

semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat 

memercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan memercayakan uangnya 

pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila 

dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan 

keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. 

hlm.157. 


